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- ' SelAma hidupnya mahusia
sebagai anggota masyarakat mem-
pimyai tempat, posisi dan peran yang
kesemuanya itu disertai dengan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban terha-
dap anggota masyarakat yang
lainnya, Dengan pengertian lain, ada
banyak hubungan hukum antara
seorang manusia dengan sekitarnya
yang sedemikian rupa sehingga
menimbulkan adanya saling mem-
pengaruhi balk itu berupa kenikraat-
an maupun beban yang dirasakan
oleh masing-masing pihak. Manakala
seorang manusia meninggal dimia,
hal itu berarti salah satu pihak hilang
dan dengan sendirinya akan timbuj
pertanyaan, apa yang akan terjadi
dengan hubungan-hubungan hukum
tadi ?

Apabila hal tersebut terjadi
maka akan timbul beberapa kemung-
kinan. Bila orang yang meninggal
tersebut meninggalkan harta dan
kemudian keluarga atau kerabat yang
ditinggalkan tidak hanya seorang
maka akan timbuilah suatu permasa-
lalian dalam keluarga tersebut, yaitu
antara yang meninggal dengan yang
ditinggal, akhimya apabila hal terse
but tidak terseiesaikan maka akan
menimbulkan dan mempengaruhi
kehdupan masyarakat secara luas.

Adapim cara penyelesaiannya
dibutuhkan adanya suatu aturan guna
mengatur hal tersebut yang kemudian
dikenal dengan istilah "waris" yang
artinya : "Suatu cara penyelesaian
perhubungan-perhubungan hukum
dalam masyarakat yang melahirkan
sedikit banyak kesulitan sebagai
akibat dari wafatnya seseorang".
(Wiryono, 1983 : 12). Sedang Prof.

Drs. Fathurrahman mengartikannya
sebagai suatu perkara yang berkaitan
dengan harta pusaka, meliputi cara
penghitungan yang dapat menyara-
paikan kepada pembagian harta
pusaka dan pengetahuan tentang
bagian-bagian yang wajib dari harta
peninggalan untuk setiap pemilik
harta pusaka (Fathurrahman, 1989 :
32).

Jadi perkara waris itu tmibul
dikarenakan adanjra seorang manusia
yang meninggal dunla sedang dia
meninggalkan harta pusaka dan
mempunyai ahli waris yang patut
menerima harta yang ditinggalkan
tersebut

HUKUM WARIS DI INDONESIA

Dalam hal pembagian waris
di Indonesia, pengaruh adat dan
faktor sifat-sifat kekerabatan pada
masing-masing daerah masih domi-
nan. Tentang sifat kekerabatan ini,
dikenal adanya 3 (tiga) macam sifat,
yaitu : 1. Sifat kebapakan (Pa-
triarchaat), 2. Sifat keibuan (Ma-
triarchaat) dan 3. Sifat kebapakan-
keibuan (parental)

Sifat-sifat kekerabatan ini

menentukan siapa-siapa saja dari
anggota suatu keluarga yang diting
gal itu yang bisa memperoleh bagian
dari harta pusaka serta menentukan
harta-harta yang boleh dibagi/di-
waris.

Kemudian di Indonesia juga
masih dikenal adanya tiga penggo-
longan rakyat Indonesia, yaitu yang
diatur dalam pasal 163 IS (Indische
Staatsregling) yang menurut pasal II
Aturan Peralihan Undang-undang
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Dasar 1945, undang-undang tersebut
masih berlaku, oleh karena itu rakyat
Indonesia terbagi menjadi :
1). Golongan Bumi Putera, 2)
Golongan Eropa dan 3). Golongan
Tirnur Asing. Dengan adanya peng-
golongan masyarakat tersebut, maka
ha! itu juga berpengaruh terhadap
aturan hukum dan undang-undang
yang diberlakukan terhadap masing-
masing golongan tersebut. Begitu
pula dalam masalah hukum waris,
maka aturan yang diberlakukan bagi
mereka adalah :

1. Bagi orang Indonesia asli pada
pokoknya berlakulah hukum
adat yang dipengaruhi kuat
oleh sifat kekerabatan ma-
sing-masing tempat.

2. Bagi orang Indonesia asli yang
beragama Islam diberbagai
daerah ada pengaruh yang
nyata dari peraturan waris
dari hukum Agama Islam.

3. Bagi orang-orang Arab, pada
umumnya berlaku seluruh
hukum waris dari agama
Islam.

4. Bag! orang-orang Tionghoa
dan Eropa berlaku hukum
warisan dari Burgelijke
Wetboek (BW) (Wiryono,
1983 : 18-19).

Hal ini berarti di Indonesia pada
masa tersebut dalam satu era diber
lakukan tiga macam aturan hukum
waris, yaitu Hukum Adat, Hukum
Waris Islam dan Burgerlike Wetboek
(BW).

Kemudian tentang lembaga
hukum yang menanganinya, di
Indonesia belum terdapat adanya
satu kesatuan bentuk lembaga pera-
dilan yang sama yang menangani
masalah waris bagi umat Islam.
Peradilan Agama yang merupakan
lembaga peradilan di Indonesia
khusus untuk orang yang beragama
Islam tidak kesemuanya mempunyai
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wewenang untuk menerima dan
menyelesaikan perkara waris. Untuk
Pengadilan Agama di Jawa dan
Madura yang ditentukan dalam pasaJ
2 Stb. 1937 No. 116 dan Kerapatan
Qadhi di Kalimantan Selatan yang
ditentukan dalam pasal 3 Stb. 1937
No. 638 maka perkara yang menjadi
wewenangnya hanyalah masalah
hukum perkawinan. Sedang untuk
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar-
'iyah untuk daerah luar Jawa dan
Madura serta selain sebagian Kali
mantan Selatan mempunyai kewe-
nangan dalam bidang Perkawinan,
Kewarisan, Wasiat, Hibah, Perwalian,
Wakaf dan soal-soal yang berkaitan
dengan Agama Islam sebagaimana
yang tertuang dalam pasal 14 Pera
turan Pemerintah No. 45 tahun 1957
(HM. Jamil Latif : 1975 ; 41-42).

Hal itu menunjukkan bahwa
kewenangan pengadilan Agama di
luar Jawa dan Madura serta di luar
sebagian Kalimantan Selatan adalah
lebih luas, tetapi hal ini tidak berarti
bahwa di Pengadilan Agama Jawa
dan Madura tidak pemah menangani
masalah selain perkawinan, karena
pengadilan Agama tersebut masih
menerima perkara-perkara selain
perkawinan, tetapi hanya sebatas
menentukan siapa-siapa yang menja
di ahli waris dan berapa bagian
mereka masing-masing. Tentang
masalah fatwa ini tidak ada peraturan
resmi yang mengaturnya kemudian
berkembang dengan adanya data-
data yang lengkap dan resmi. dengan
sebutan seperti :Surat Keterangan
Ahli Waris: atau :Surat Keterangan
tentang Pembagian mal -Waris
dengan Perdamaian" (Daniel S. Lev.
1980 : 248).

HUKUM WARIS SETELAH UU
NO. 7 Tahim 1989

Di Indonesia, untuk masalah
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kekiiasaan Kehakiman diatur dalam
suatu peraturan tersendiri yaitu
dalam Undang-undang No. 14 tahun
1970 Bab II Pasal 10 (1) dinyatakan
bahwa di Indonesia kekuasaan keha
kiman dilaksanakan oleh Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer
dan Peradilem Tata Usaha Negara.
hal ini berarti bahwa di Indonesia
dalam hal kekuasaan kehakiman tidak
lagi dibedakan atas wilayah tertentu,
tetapi dibedakan atas empat wilayah
perkara-perkara tertentu.

Untuk Peradilan di bawah
lingkungan Peradilan Agama, lebih
khusus lagi diatur dalam Undang-
undang No. 7 tahun 1989. Dalam
Undang-undang tersebut, Peradilan
Agama di beri keluasan kewenangan
yaitu tidak hanya masalah Perkawin-
an saja tetapi juga masalah Waris,
Hibah, Wasiat, Wakaf dan Sodaqah
sebagaimana yang tercantum dalam
pasal 49 Undang- undang tersebut.
Tetapi dalam pasal tersebut adanya
satu kebebasan bagi umat Islam
untuk memilih apakah menyelesaikan
masalah warisan dengan berdasar
pada Hukum Islam atau tidak,
dengan kata lain umat Islam seper-
tinya diberi peluang untuk menyele
saikan perkara warisnya dengan tidak
berdasarkan hukum Islam dan bila
yang dipentingkan hanyalah keun-
tungan pribadinya, maka tentunya
pihak-pihak itu akan memilih jalan
penyelesaian yang lebih memberikan
keuntungan atau bagian yang lebih
besar dan lebih banyak dan apabila
ini benar-benar terjadi maka tidak
menutup kemungkinan umat Islam
sendiri akan meninggalkan hukum
Islam. Kondisi dualisme hukum ini
dapat berakibat tidak adanya kepas-
tian hukum bagi para pencari keadil-
an walaupun pada prakteknya pilihan
hukum ini boleh dilakukan sebelum

perkaranya tersebut diselesaikan oleh
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satu pengadilan lembaga peradilan
tertentu.

HUKUM WARIS PASCA SEMA
NO. 160

Dalam masalah waris menurut
pasal 107 ayat 2 dinyatakan bahwa
selain masalah Contensius (gugatan)
maka Peradilan Agama mempunyai
hak pula untuk menyelesaikan masa
lah waris Voluntair (permohonan).
Tetapi kemudian pada khir tahun
1992, muncullah surat edaran
Mahkamah Agung yang ditanda-
tangani oleh Ketua Mahkamah
Agung Urusan Lingkungan Peradilan
Agama, Prof. H. Bustanul Arifin,
SH. Nomor : MA/
KUMDIL/160/X/K/1992 tanggal 31
Oktober 1992 yang antara lain
menyebutkan bahwa perkara volun
tair pada dasamya bukan merupakan
wewenang Pengadilan Agama, dan
baru merupakan wewenang Pengadil
an apabila terdapat ketentuan perun-
dang-undangan yang menentukan
lain, karenanya maka kewenangan
Peradilan Agama sebagaimana yang
ditetapkan dalam Undang-undang
no. 7 tahun 1989 dalam masalah
waris adalah harus bersifat Conten
sius dan masalah Voluntair hanyalah
diperbolehkan apabila dalam hal
Kasasi. Padahal sebagaimana diketa-
hui apabila dalam raaslah Voluntair
tidak ada hak untuk mengajukan
banding ataupun kasasi.

Dengan adanya surat edaran
tersebut berarti Pengadilan Agama
dalam masalah waris hanya mempun
yai kewenangan waris Contensius
sedang waris Voluntair bukanlah
menjadi wewenang Pengadilan
Agama. hal ini berarti persidangan
dengan fomrat Majlis Hakim hanya
dilakukan dalam masalah gugat waris
saja. Bila Voluntair/permohonan
yang diajukan ke Pengadilan Agama,

41



maka produk yang dihasilkan hanya-
lah benipa ketetapan saja dan untuk
masalah waris disebut dengan istilah
"Akte Coraparisi" sedang bila yang
diajukan Contensius/gugatan maka
produk yang dihasilkan adalah
"Keputusan". Padahal dalam kenya-
taannya, para pemohon dalam masa
lah waris di Pengadilan Agama
adalah dengan disertai harapan akan
mendapatkan surat keterangan yang
nantinya akan dijadikan sebagai
bukti, bahwa ia adalah ahli waris
(penetapan ahli waris ataupun pene-
tapan mal waris) yang salah satu
fungsi dan kegunaannya untuk diper-
gunakan sebagai bukti, bahwa yang
bersangkutan adalah benar-benarahli
waris yang sah dari si pewaris dan
hal itu dijadikan bukti yang kuat dan
autentik untuk pengurusan harta
kekayaan si pewaris. Sebagai contoh:
pengurusan yang berkaitan dengan
perbankan, santunan Jasa Raharja
dan Asuransi dan Iain-lain. Dan
pihak-pihak Bank atau Jasa Rahaija
dan Asuransi tersebut tidak akan
bersedia menyelesaikan permasalah
bila tidak disertai dengan surat
penetapan dari Pengadilan, baik
Pengadilan Agama maupun pengadil
an Negeri. Dengan kata lain akte
Comparisi saja tidak cukup untuk
pengurusan harta-harta warisan
tersebut. Oleh karena itulah, maka
sampai saat ini Pengadailan Agama
belum pernah mengeluarkan Akte
Comparisi untu keperluan tersebut,
karena tidak ada manfaatnya bagi
pemohon bila dimaksudkan untuk
pengurusan warisan lebih lanjut. Hal
ini berarti Surat Edaran Mahkamah
Agung tersebut belum diperlakukan
secara penuh oleh Pengadilan di
bawah lingkungan engadilan Agama
dan ini membutuhkan satu langkah
koordinasi yang mantap antara in-
stansi-instansi yang terkait dalam hal
adanya atau diberlakukannya suatu
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peraturan perun-dang-undangan
sehingga akan terwujud adanya satu
kesatuan langkah dan kebijaksanaan.
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